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ABSTRAK 

Pengenaan biaya ta’widh atau ganti rugi dalam lembaga keuangan syariah 

merupakan mekanisme yang digunakan untuk mengatasi kerugian akibat 

keterlambatan pembayaran kewajiban oleh nasabah. Kebijakan ini telah diatur 

dalam berbagai fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis 

Ulama Indonesia sebagai pedoman operasional lembaga keuangan syariah di 

Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik nasabah 

yang dikenakan biaya ta’widh/ganti rugi pada lembaga keuangan syariah di 

Lampung Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif-analitis melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. 

Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, serta analisis terhadap 

kebijakan internal lembaga keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pengenaan biaya ta’widh dipengaruhi oleh beberapa karakteristik 

nasabah, seperti tingkat kemampuan ekonomi, tingkat kepatuhan terhadap akad, 

pemahaman terhadap prinsip syariah, serta latar belakang usaha atau pekerjaan. 

Selain itu, lembaga keuangan syariah juga mempertimbangkan unsur 

kesengajaan dan kemampuan nasabah dalam menentukan penerapan ta’widh. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa karakteristik nasabah memiliki peran 

penting dalam proses penentuan biaya ta’widh sehingga penerapannya tetap 

selaras dengan prinsip keadilan dan nilai-nilai syariah. 

Kata kunci: ta’widh, lembaga keuangan syariah, karakteristik nasabah, 

pembiayaan syariah 

 

A. Pendahuluan 

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia mengalami 

pertumbuhan yang cukup signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Sistem 

keuangan syariah hadir sebagai alternatif sistem keuangan yang berlandaskan 

prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, transparansi, dan larangan terhadap 

praktik riba. Lembaga keuangan syariah tidak hanya berperan dalam 

menghimpun dana masyarakat, tetapi juga menyalurkan pembiayaan kepada 

sektor-sektor produktif guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat. 

Dalam praktiknya, lembaga keuangan syariah menghadapi berbagai 

tantangan, salah satunya adalah keterlambatan pembayaran kewajiban oleh 

nasabah. Keterlambatan ini dapat menimbulkan kerugian bagi lembaga 

keuangan karena menghambat perputaran dana dan mempengaruhi stabilitas 
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operasional lembaga. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang dapat 

mengatasi masalah tersebut tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. 

Salah satu mekanisme yang digunakan dalam lembaga keuangan syariah 

adalah pengenaan biaya ta’widh atau ganti rugi. Ta’widh merupakan 

kompensasi yang dikenakan kepada nasabah yang melakukan wanprestasi atau 

keterlambatan pembayaran kewajiban yang telah disepakati dalam akad. 

Konsep ini berbeda dengan denda dalam sistem konvensional karena ta’widh 

bertujuan untuk mengganti kerugian nyata yang dialami lembaga keuangan, 

bukan untuk memperoleh keuntungan. 

Ketentuan mengenai ta’widh dalam praktik lembaga keuangan syariah di 

Indonesia mengacu pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional 

Majelis Ulama Indonesia, yang menjadi pedoman bagi lembaga keuangan 

syariah dalam menjalankan operasionalnya. Dalam implementasinya, 

pengenaan biaya ta’widh tidak dapat diterapkan secara sembarangan karena 

harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kondisi dan karakteristik 

nasabah. 

Karakteristik nasabah menjadi faktor penting dalam menentukan apakah 

nasabah layak dikenakan ta’widh atau tidak. Dalam praktiknya, tidak semua 

keterlambatan pembayaran disebabkan oleh unsur kesengajaan. Beberapa 

nasabah mungkin mengalami kesulitan ekonomi, penurunan pendapatan usaha, 

atau kondisi lain yang berada di luar kendali mereka. Oleh karena itu, lembaga 

keuangan syariah perlu melakukan analisis terhadap karakteristik nasabah 

sebelum memutuskan pengenaan biaya ta’widh. 

Di wilayah Lampung Utara, perkembangan lembaga keuangan syariah 

menunjukkan peningkatan yang cukup pesat. Berbagai lembaga keuangan 

syariah hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan 

yang sesuai dengan prinsip syariah. Namun demikian, praktik pengenaan 

ta’widh dalam lembaga keuangan tersebut masih memerlukan kajian lebih 

mendalam, khususnya terkait dengan karakteristik nasabah yang menjadi dasar 

dalam penentuan kebijakan tersebut. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis karakteristik nasabah dalam pengenaan biaya ta’widh atau ganti 

rugi di lembaga keuangan syariah di Lampung Utara. Penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan kontribusi akademik maupun praktis dalam pengembangan 

praktik keuangan syariah yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip 

syariah. 

 

B. Metode penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode 

deskriptif untuk memahami fenomena pengenaan biaya ta’widh pada lembaga 

keuangan syariah di Lampung Utara. Jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian lapangan (field research) yang bertujuan untuk memperoleh data 
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secara langsung dari objek penelitian. Teknik Pengumpulan Data 

menggunakan Wawancara, Observasi, Dokumentasi. Sedangkan Metode 

analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif-analitis, yaitu dengan 

mendeskripsikan data yang diperoleh kemudian menganalisisnya berdasarkan 

teori dan prinsip-prinsip keuangan syariah 

. 

C. Hasil dan pembahasan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik nasabah memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan biaya ta’widh di lembaga 

keuangan syariah di Lampung Utara. Beberapa karakteristik yang menjadi 

pertimbangan utama antara lain: 

1. Tingkat Kemampuan Ekonomi Nasabah 

Nasabah dengan tingkat kemampuan ekonomi yang stabil cenderung 

dianggap memiliki kapasitas untuk memenuhi kewajiban pembayaran tepat 

waktu. Apabila nasabah dengan kondisi ekonomi yang baik tetap melakukan 

keterlambatan pembayaran, maka lembaga keuangan syariah lebih 

cenderung mengenakan biaya ta’widh. 

Sebaliknya, apabila keterlambatan disebabkan oleh kesulitan ekonomi 

yang nyata, lembaga keuangan syariah biasanya memberikan keringanan 

atau restrukturisasi pembiayaan. 

2. Tingkat Kepatuhan terhadap Akad 

Kepatuhan nasabah terhadap ketentuan akad menjadi indikator penting 

dalam menentukan pengenaan ta’widh. Nasabah yang memiliki riwayat 

pembayaran yang baik biasanya diberikan toleransi yang lebih besar apabila 

mengalami keterlambatan. 

Namun, nasabah yang sering melakukan pelanggaran terhadap ketentuan 

akad cenderung dikenakan biaya ta’widh sebagai bentuk pengendalian 

risiko. 

3. Latar Belakang Usaha atau Pekerjaan Nasabah 

Jenis usaha atau pekerjaan nasabah juga menjadi faktor yang 

dipertimbangkan. Nasabah yang bergerak di sektor usaha yang memiliki 

risiko tinggi sering kali mengalami fluktuasi pendapatan yang dapat 

mempengaruhi kemampuan pembayaran. 

Dalam kondisi seperti ini, lembaga keuangan syariah biasanya 

melakukan evaluasi terhadap kondisi usaha nasabah sebelum memutuskan 

pengenaan ta’widh. 

 

 

 

4. Tingkat Pemahaman Nasabah terhadap Prinsip Syariah 
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Nasabah yang memiliki pemahaman yang baik mengenai prinsip 

keuangan syariah cenderung lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban 

pembayaran. Sebaliknya, kurangnya pemahaman terhadap prinsip syariah 

dapat menyebabkan nasabah kurang menyadari pentingnya kepatuhan 

terhadap akad. 

Pembahasan 

Pengenaan biaya ta’widh dalam lembaga keuangan syariah merupakan 

salah satu instrumen untuk menjaga disiplin pembayaran nasabah. Namun, 

penerapannya harus tetap memperhatikan prinsip keadilan dan tidak boleh 

bertentangan dengan nilai-nilai syariah. 

Dalam praktiknya, lembaga keuangan syariah tidak serta-merta 

mengenakan biaya ta’widh kepada setiap nasabah yang mengalami 

keterlambatan pembayaran. Sebaliknya, lembaga tersebut melakukan analisis 

terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi keterlambatan tersebut. 

Karakteristik nasabah menjadi salah satu faktor utama dalam proses 

analisis tersebut. Nasabah yang secara sengaja menunda pembayaran meskipun 

memiliki kemampuan finansial dapat dikenakan ta’widh sebagai bentuk 

tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. 

Sebaliknya, apabila keterlambatan terjadi karena faktor di luar kendali 

nasabah, seperti penurunan pendapatan usaha atau kondisi ekonomi yang tidak 

stabil, maka lembaga keuangan syariah biasanya memberikan solusi alternatif 

seperti restrukturisasi pembiayaan. 

Pendekatan ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah berusaha 

menerapkan prinsip keadilan dalam setiap kebijakan yang diambil. Dengan 

mempertimbangkan karakteristik nasabah, lembaga keuangan syariah dapat 

menghindari penerapan kebijakan yang bersifat kaku dan tidak adil. 

Selain itu, analisis karakteristik nasabah juga membantu lembaga 

keuangan syariah dalam mengelola risiko pembiayaan secara lebih efektif. 

Dengan memahami kondisi nasabah secara menyeluruh, lembaga keuangan 

dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dalam menangani masalah 

keterlambatan pembayaran. 

 

D. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan 

bahwa karakteristik nasabah memiliki peran penting dalam penentuan 

pengenaan biaya ta’widh di lembaga keuangan syariah di Lampung Utara. 

Beberapa karakteristik yang menjadi pertimbangan utama antara lain 

tingkat kemampuan ekonomi nasabah, tingkat kepatuhan terhadap akad, latar 

belakang usaha atau pekerjaan, serta tingkat pemahaman terhadap prinsip 

syariah. 

Pengenaan biaya ta’widh tidak hanya bertujuan untuk memberikan sanksi 

terhadap keterlambatan pembayaran, tetapi juga untuk mengganti kerugian 
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nyata yang dialami oleh lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, 

penerapannya harus dilakukan secara selektif dan mempertimbangkan kondisi 

nasabah secara menyeluruh. 

Dengan mempertimbangkan karakteristik nasabah, lembaga keuangan 

syariah dapat menerapkan kebijakan yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah. Pendekatan ini juga membantu lembaga keuangan dalam 

menjaga stabilitas operasional sekaligus meningkatkan kepercayaan 

masyarakat terhadap sistem keuangan syariah 
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